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TENTANG
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Menirnbalg '. a.

}rlengingat 1.

b.

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI HALMAHtrRA BARAT,

bahwa agar perencanaan dan pelaksan&a11 program pembangunart

d,apat dilaksanakan secara konsisten, elbktif dan efisien serta

menghasilkan capaian y.ang optimal bagi kesejahteraan

masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan

evaluasi;
bahr,va trerrlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan llupati tentang Pengendal-ian

dan trvaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

unclang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

undang Nomor- '23 f)arurat Tahun 1957 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Swatantra Tingkat iI Dalam Wilayah Daerah Tingkat

I Maluku menjadi undang-unclang (lrmbaran Negara Tahun 1958

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);

undang-unclang Nomor: 46 ',Iahun 199q tentang Pembentrikan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Matruku

Tenggara Barat {Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
'lambahan i-embaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah

diubah dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 {Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan l,emtlaran Negara RI

Nornor 3961);
undang-unclang Nornor' 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Katrupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Katrupaten Kepuiauan Sula, Kabupaten l{almahera'Iimur dan Kota

Tidore Kepulauan di Provinsi Maiuku Utara {Lembaran Negara RI

Tahun 2003 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomar

a26a);
undang-unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Ncmor 47,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun '20O4 tentang Perbenriaharaan
Negara {lrmbaran i{egar-a Republik Indonesia Tahun 2404 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan rlan Tanggung Jawab Kegangan Negara (ltmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00l;
undang-unclang Nomor 25 Tahun ',2o04 tentang sisteru
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
In<lonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tamtrahan Lembaran Negara

Republik Inrlonesia Nomor 44'21);
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Undang-Undang Nomor l'2 'lahum 2011 tentang Pembentukan
Perat-uran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5'2341:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun '2014 tentang Ap*rratur Sipil
Negara (I-ernbararr Negara Republik Indanesia 'I'ahun 2474 Nomor'
6, Tambahan Lemtiaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a);
Undang-Unclang Nomor '23 Tahun 2Al4 rcntang Pemerintahan
trfaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomcr
244, Tanbrahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5587)
setragaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan t-indang*
Undang Nomcr I Tahun 2015 tentang Pemerintahan l)aerah
{Lembaran Negara Republik Indor:esia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lcrnbaran l{egara Republik Incionesia Nomor 5579};
Undang-Undang Nomor 30 Tahun '2014 tentang Administrasi
PemerinLahan {Lembaran Negara Republik Indonesia'lhhun 2A14
Nomor 29'2. Tambahan l,embaran l{egara Reputrlik Inclonesia
Nomor 5601);
Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungar:
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (l,embaral Negara
Reputrlik Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4. Tambahan Lernbara.n
Negara Repiiblik Inrlonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan trvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunall
{Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tam'bahan l,emLraran Negara Republik Indonesia Nornor 4663j;
Peraturan Pemerintah Nomr:r 40 Tahun 2006 tentang Tsta Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negarir

Republik Inclonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nornor a66a);
Peraturan Pemerintah Norncr B Tahun 2008 tentang Tahapan, "Iata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunar: Daerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inrlonesi.a Nomor a817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
2019I\omor 42);
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2417 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguflarr
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pemtrangunan Jangka Panjang l)aerah dan Rencana
Pembangunan Jarrgka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan l?encana Pembangunan .iangkah Panjang Da*rah,
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 38 tahun
z1fi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2An'2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun '2CI12 Nomor 81).
Pera.turan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemtrentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran l)aerah Kabrupaten

I{aknahera Rarat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
l)aerah Kabupaten Halmahera Bar:at Nomor 11) sebagaimana telah
clir-rbah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat
Nomor 2 Tahun 2OZI tentang Perutrahan atas Pelaturan Daerah
Kabupaten Haimahera Barat Nomor 6 Tahun 2A16 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat llaerah
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Kabupaten Halmahera Barat {Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera tsarat ?ahun 2A2l Nomor 2, Tambahan Lembaran
I)aerah Kabupaten F{almahera Barat Nomor 2};

20" Feraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 6 Tahun
2A27 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah I)aerah
Kabupaten l{almahera Barat Tahun 202|-2026 {Lembaran Daerah

Tahun 2021 Nomor 6).

MtrMUTUSKAN:

MenetapKan : PtrRATTIRAN BUPATI TtrNTANG PBNGBNDALIAN DAN trVALUASI
PERtrNCANAAN PEMBANGUNAN DAERAI{.

BAIS I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang ditraksud dengan:
1. Daerah adalah KaLrupaten l{almahera Barat.
'). Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
3. Eiupati adalah Bupati l{almahera Barat
4. Sekretaris lJaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat."
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan l)aerah yang selanjutnya disingkat

BP3D aclalah Baclan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat
Daerah pacla Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang tertentu.

T " Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat Kepala OPD adalah
Kepala yang bertanggung jawab ter"hadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

8. Pengendalian aclalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk
menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana -Yang
ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut'

q. Evaluasi adaiah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan
realisasi masukan {irryutl, keluaran {autput}, hasil (outcome\, manfaat (benefit}, dampak
{inryact} terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka ll}enYusull
perencanaan berikutnYa.

1O. Pemantauan atau monitoring aclalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau
rnemantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.

i 1" Tindak lanjut adalah tindakan j-ang dilakukan setelah danf atau selama pelaksanaan

dalam rangka mernperbaiki peiaksarraan kegiatan sesuai dengan hasil rekomenrlasi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk Lipaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan rlengan menggunakan sumber daya yang disecliakan untuk r:rencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yangdilaksanakan oleh satu atau lebih unit keria
pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri darj sekumpuian tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil,

barang morlal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

semua jenis sumber daya tersebut sei:agai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk trarangljasa'
14. Periocie penyusunan perencanaarr adalah kurun waktu disusunnya dokumen

penvusunan perencanaan.
15. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran yang seian;'utn-va disingkat DPA adalah deikumen

-vang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran / pengguna barang.

16, indikator Kinerl'a adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pemlrangunan secara

kuantitati{' dan/atau kualitatif yarlg menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan linput|, keluaran

f*utputl, hasil {outcome), mantaat {benefit), dampak (impact}.
3
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17. Sasaran adaiah hasil yang d.iharapkan dari suatu kegiatan'

i,8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPI)

adalah d.okumen perencanaan pembangunan untrik periode 20 (dua puluh) tahun'

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya.ng selanjutnya disingkat RPJMI]

adalah dokumen perencanaan pemLrangunan untuk periode 5 {limai tahun"

20. Rencana Strategls vang selanjutnl,a disingkat Renstra adalah rencana penrtrangunan

periode 5 (lima) tahun yang dituangkan tlalam dokumen yang telah disahkan sebagai

rlokumenpefencanaanpembangunanpadamasing_masingoPD.
21. Rencana Kerja Organisasi Ferangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD

adalah clokumen perencanaan OPD untuk periode satu t1) tahun, yallg mernuat

kebiiakan, program cLan kegiatan pembangunan baik -v-ang rlilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupul1 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

rnasyarakat"
22' Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnS'a disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun'

23. Master plan disebut juga Blue Print adalah Gambaran Rencana Incluk tentang

pedoman perencanaan pembangunan di Kahupaten Halmahera Barat'

24. DtrD atau L)etail Engenering Desaign adalah produk perencanaan berupa gambar kerja

dan perhitungan lainnva yang ciibuat oleh konsultan'

BAB II
MAKSUD DAN'IUJUAN

Pasal 2

Maksud rlisusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi oPD dalam

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan da"erah.

Pasal 3

Txjuan clisusunnya Perat-uran Bupati ini ad.alah untuk mewuju<1kan kesesuedan capaian

pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan'

BAB IIi
RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

i1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaall pembangunan daerah

meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pernbangunan daerah;

fu. pengend,alian rlan evaluasi terhadap peiaksanaan rencana pembangunan daerah;

dan
(:. evaluasi terharlap hasil tencana pembangunan daerah'

Fererrcanaan pembangunan <laerah sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. RPJPD;
tr. RPJMD;
c. Renstra OPD;

d. RKPD;
e" Renja OPD;

f. Master Pian; dan
g. Rencana Detail

pengenrlaiian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dirnaksuri

pada ayat {1i, dibau,ah kendali Kepaia Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Dae rah Kabupat'en Halmahera Barat'

/,) ir-!
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i4) Operator/Admin di setiap Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Baclan Perencanaan, Penelitian dan I'engembangan Daerah Kabupaten

I'Ialmahera Barat.

BAB IV
TATA CARA DAN PtrLAKSANA PENGENDALIAN DAN EVAI,T]ASI

Bagian l{esatu
Kebijakan Perencanaan Irembangunan Daerah

Pasal 5

Kepala Iladan Perencanaan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah rnelaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunafl jangka

panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penvusunan

rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah melaporkan hasitr

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka

panjang daerah kepada Bupati.
Blpati menyampaikan hasil pengendali.an dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pemLrangunan jangka panjang daerah, hersamaan dengan penyampaian

rancangall akhir RPJPD untuk r-likansultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

{li Kepaia Baclan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan
pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka rnenengail

claerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu rnulai dari tahap penyusunan rancangan

awal RPJMD sarnpai dengan railcangal] akhir RPJMD.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil
pengendaiian rlan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pemLrangunan jangka

menengah daerah kepada BuPati.
Bupati menyampaikan hasil pengendalian rlan evaiuasi terhadap kebijakan

perelcalaan pembangunan jangka menengah daet'ah, bersamaan dengan

pen)-ampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultilsikan kepada Gubernur.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan

pengenrlalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan

daerah, parla saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penYusunan rancangan awal

sarnpai. dengan lancangan akhilt.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil
pengenclalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pemtrangunan tahunan
daerah kepada Bupali.
Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap ketrijakan

perencanaan perrrtlangunan tahunan daerah kepada Gubernur, hrersamaan pada saat
penyampaian rancangan Peraturam Daerah tentang APIID untuk dievaluasi.

Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakanr

pengenrlaiian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra OPll mulai darj tahap
pen-riusunan rancangan arval sampai dengan rancangan akhir.
Kepala OPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra OPD kepada Kepaia lSadan

Perenca.naan, Penelitian rlan Pe ngembarrgan Daerah'
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Kepala Badan Petencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan

verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra oPD untuk menjamin kesesuaian

visi,misi,tujuan,strate8i,kebiiakan'program'dankegiatanOPDdenganRPJMD'dan
keterpaduan d'engan rancangan akhir Renstra OPD lainnva'

Kepala Baclan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun

seluruh rancangan akhir Renstra opD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir,

untuk cliajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan'

Pasal 9

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian rlan Pengembangarr Daerah rnelaksanakan

pengendalian dan evaluasi dalafir penyusunan kebijakan Renja oPD mulai clari tahap

penyusunan rancangan awal sampai d'engan rancangan akhir'

Kepala OPD melaporkan hasii rancangan Renja oPD kepada Kepala Ffadan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah'

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan

verjfikasi terhadap rancanga.R Renja oPD Untuk memastikan bahrva rancallgan Renja

OPD telah ctisusun sesuai dengan RKPD'

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengemtrangan Daeratr rnenghimpun

seluruh rancangan akhir Renja opD yang telah diteliti melalui veri{ikasi, untuk

diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan'

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Pemtrangunan Daerah

Pasal 10

Kepaia Badan Perencanaan, Penelitian d.an Pengembangan Daerah melaksanakan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD'

Daiam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adan'Ya

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

pengembangan Daerah melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan'

Kepala Barlan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah rrrelaporkan hasii

pengendalian dan evaluasi terharlap pelaksanaan RPJPD kepada Bupati'

Pasal 11

Kepala Bad"an Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan

pengenrtalian clan evah-rasi terhadap pelaksanaan RRIMD'

Dalam ha1 evaluasi dari hasil pemantauan rlan supervisi ditemukan adanva

ketidaksesuaianf penyimpangan, Kepala Ba<lan Perencanaan, I',enelitian dan

pengemban gan D ae rah melakukan tinda kan perbaikan / perlVemp urnaan'

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil

pengendaliandanevaluasipelaksanaanRPJMDkepadaBupati.

{1) Kepala
OPD.

Pasal 12

OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra

{2) Kepala OPD melaporkan hasii pengendalian dan evaluasi Renstra OPD kePada BuPati

melalui Kepala tsappeda dan Litbang'

Dalam hal evaluasi terhadap laporal hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra oPD ciitemukan arlanya ketirlaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui

Kepala Bad.an Perencanaan, Penelilian dan Pengembangan Daerah men-'/ampaikan

rekomendasi iangkah-langkah penyempurnaan untuk dilindaklanjuti r:1eh Kepaia

OPD"
Kepala OPD men-vampaikal hasil tind'ak lanjgt perbaikan/penVempurnaan kepada

Bupati meialui Kepaia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah"
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Pasal l-3

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan f)aerah meiaksanakan

pengenclalian rlan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD

Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

ditemukan arlanva ketidaksesuaian/penyimpangan, Kep*ria Badan Perencanaam'

penelitian dan rengembangan l)aerah melakukan perbaikanl penveffipurnaan"

Kepala Badan Perencanaan, Penelitjan dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil

pengenclalian rlan evaluasi terhadap pelaksatraan RKPD kepada Bupati'

Pasal 14

{1} Kepala OPD melaksanaka.n pengenrlalian dan evaiuasi pelaksanaan Renja oPD'

{2} Dalam hal evaluasi clari hasii pemantauan dan supervisi elitemukan arlanYa

keticlaksesualan/penyimpangan, Kepala OPD mengambil langkah-iangkah

penyempurnaarragarpenyusllnarrRKAoPDsesuaidenganRenjaoPD.

{3} Kepala OPD melaporkan hasil pernantauan dan supervisi kepada Rupati melahri

Kepala Badarr Perencanaan, Penelitian d,an PengemLrangan Daerah.

{4}Dalamhaievaluasidarihasilpemantauanrlansuperwisidit-emukanadanya
ketid.aksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan'

Peneiitian cian Pengembangan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah

penYempurnaanuntrrkditinclaklanjutiolehKepalaoPD.
{5i Kepaia oPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan atau penyempulnaan

kepada l3upati melalui Kepala Badan Perencana.an, Penelitian dan Pengemtran8an

Daerah' 
Pasal 15

Kepala tsappe{a dal Litbang menYusun Dokumen Master Plan {Blue Printl

Pembangunan Kabupaten Halmahera Barat'

setiap oPD berkervajiban men-yampaikan master plan (Blue Print) persektor keparla

Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengembarigan f)aerah sebagai bahaq

penyusunan Dokumen Master Plan (Blue Print) pembangunan Katrupaten Halmahera

Barat sebagaimana climaksud pada a1'at {1}'

t3) Dalam proses penyusunan dokumen Master Plan {Blue Print} oF'D, sebagaimana di

rnaksud pada ayat (2), setiap oPD selalu berkoorriinasi dengan Badan Perencanaant'

i3)

{i)

{2}

{4}

Penelitian dan Pengembangan lfaerah'

Kepala Barlan Perencanaan, Penelitian dan

penyusunan dokumen Master Plan ii3lue

Daerah.

PengemLrangan Daerah rnelaporkan hasil

Print) kepad"a Bupati melalui Sekretaris

111lrl

{2}

Pasai 16

Kepala Barlan Peretrcanaan, Penelitian rlan Pengembangan Daerah menyuslrn

Dokumen Detaii Engineering Desaing {DBD} dalam pefenca]1aan pembangunan rli

Kabupaten Hal-urahera Barat.

Dalam Detail Engineering Desaing (DED) sebagaimana dimaksurl pada ayat t1)

mencakup sektor Pendid,ikan, Kesehatan, Pekerjaan umum' Perumahs'n dan

Pemukiman, Penanggulangan Bencana, Sosial, Perindustrian ctan Perdangangan'

Pertanian serta Kelaritan Dan Perikanarl'

Dalan proses penYusunan Dokumen Detail Engineering Desaing persekt*r

sebagaimana di maksud pada a1'at {3}, merupakan tanggung jawab masing-masing

OPD dan selalu berkoordinasi dengarr Barlan Perencanaan' Penelitian dan

Pengembangan Daerah.
Kepaia Badan Perencanaan, F'enefitian clan Pengembangan Daerah melaporkan hasi]

penyusunan Dokumen l)etaii trngineering Desaing (DBD) kepada Bupati melatrui

Sekretaris Daerah.

{3}

t+i

d



Bagian Ketiga
Hasil Rencana Pemtrangunan l)aerah

Pasal 17

Kepala Baclan Perencanaan, Penelitian dan PengemLrangan Daerah melaksanakan

evaluasi terhadaP hasil RPJPD'

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan lJaerah melakukat

penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kineda'
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meiaporkan

evaluasi terhadap hasil RRIPD kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 5

{lima} tahun.
Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada. Gubernur'

Pasal 18

{1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan

evaluasi terhadaP hasil RPJMD.

{u

\21

{3}

t4)

{2}

{3)

Kepala Badan Perencanaan, Penelitinn dan Ilengembangan

penilalan rata-rata capaian kinerja dan preriikat kinerja'
Kepala Baclan lrerencanaan, Penelitian dan Pengembangan

evaluasi terhadap hasil RRIMD kepada Bupati paiing kurang

I)aerah melakukan

I)aerah melaporkan
1 (satu) kali daiam 5

{1}

{'2}

{3)

ilima) tahun.
{4} Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RRIMD kepada Gubernur '

Fasal 19

tU Kepaia lladan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan

evaluasi terhadaP hasil RKPD.

{2} Kepaia Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengembangan l)aerair melakr"lkan

penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.

t3) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemtrangan Daerah melaporkan hasil

pengend.alian dan evaluasi terhadap pelaksanaarr RKPI) kepada Bupati.

t4i Bupati setiap bulan.Januari men-yampaikan hasil pengendalian dan evaiuasi terhadap

pelaksanaan RKPD kepada Gubernur'

Pasal 20

Kepala OPI] melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra oPD.

Kepala OpD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinetja.

Dengan menggunakan hasii evaluasi Renja OPD tahr-rn ke- 1 sampai dengan tahun ke-

5 pelaksanaan Relstra OPD Kepala OPD setiap bulan Januari melaporkan hasil

pengendalian dan evaluasi kepacla Bupati melalui Kepala Badan Perencalaat'

Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 2 1

{1} Kepa}a oPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja oPD.

(21 Kepala OpD melakukan penilaian rata-r:ata capaian kinerja dan predikat kine{a.

{3} Kepala OpD setiap trulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil

Renja OpD kepada Bupati melalui Kepala }Sadan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

{4i Kepala Badan Perencanaan, Peneli.tian dan Pengembangall Daerah meng6;unakan

laporan hasil pengenrlalian dan evaluasi hasil Renja oPD sebagai bahan evaluasi hasil

Renstra OPD.

i5) Dalam hal penilaian laporan Kepala oPD ditemukan adanva

ketidaksesgaian/penyimpangan, Rupati melalui Kepala Badan Perencanaan,

d,



Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan rekomenrlasi langkah-langkah
pelT/empurnaan untuk oleh Kepala OPD.

{6) Kepala OPD men;rampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penvempurnaan kepatla
Bupati rneiaiui tr{epa1a Badan Perencanaan, Penelitian clan Pengembangan Daerah a
paling lambat pada bulan Maret.

BAB V
LAPORAN

Pasal22

{1} Xepala OPD setiap buiannya melaporkan realisasi pelaksanaan progtam dan kegiatan
OPD kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan l)aerah"

{2} Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diterima paiing lambat tanggal
5 hulan berikutnya pada hari dan jam kerja.

{3} Jika pada tanggal 5 hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja
trerikuLnya.

t4i Badan Perencanaan, Penelitian cian Pengembangan f)aerah setiap triwulan rnelakukan
analisis dan evaluasi laporan trulanan dari OPD dengan menggunakan Forrnat
Analisis clan Evaiuasi.

BAB VI
PERAN SBRTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Petraporan Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat melaporkan prograrn atau kegiatan ]rang dianggap tidak sesuai
dengan rencana -yang telah ditetapkan.

{2) Penyampai.an laporan dari mas.yarakat dilakukan secara tertutris, disertai iclenti*rs
peiapor yang -jelas dikirim kepada Kepala }Jadan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.

{3} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus disertai dengan ciata dan
in.formasi yang akurat.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut

Pasal 24

{1i Badan Perencalaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi
dengan OPD yang mempunJ,'ai kewenangan urllsan yang dilaporkan oleh masyarakat..

i2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan OPD melakukan
veridlkasi terhadap prograrn atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.

{3} OPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang rlilaporkan oleh masyarakat.
{4} tsadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan l)aerah dan OPD meiaporkan hasil

tindak ianjut kepada Bupati.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

{1} OPD yang terlambat lrlenyalnpaikan Laporan Bulanan, diberikan sanksi punishment
bempa pemberhentian Tunjangan Kinerja Khusus selama 1 bulan.



oPD 5'ang terlambat menyampaikan laporan bulanan dalam satu tahun sebanyak 3kali dikenakan sanksi penurunarr pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan yang Lrerraku.
Pengurangan pagu anggaran ciikenakan sebesar l{t'o (satu per: seratusi setiap
keterlambatan penyampaian laporan trulanan.
Pengurangan pagu anggaran dilaksanakan pada per:iocle penyssllrran perencanaan
kegiatan Tahun Anggaran berikutnva.

BAB VIII
PtrNUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai ber'laku pada tanggal rliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin5ra memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
derrgan penempatannya dalam Lembaran rfaerah Kabupaten Flalmahera Barat.

r ,2a22

BUPATI trRA BARAT,

Dirm<iangkan di .Jailalo
pada tanggal q AguStur' Z*22

stiKlttrTjlzus DAEi{qH
I{AEUPATE)N I-{,qI,&4A}{ERA ]3ARAT.

MUHAMMADAYAHRIL ABDUL RADJAK

Bi,RITA DAERA}{ KABUPATEN HALMAHERA BARAT TA}IUN 2A2,2 NOfuIOR (,1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI-A IAN HUKUM DAN ORGAN-ISASI

Jasan Lalomo. SH, LLM
bina IVla

t21

{3}

{4)

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag. Hukum & Orgs

Ditetapkan di Jailolo

JAMES UANG

Nip. 1 30128 20A604 1 009

pada tanggal 4


